
 
 

 
 

 

 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH 

                                                 NOMOR : 481.7/005/IV/2023 

          TENTANG 

 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2023 

 

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  

PROVINSI JAWA TENGAH 

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 
 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat 

dan terbatas;  

c. bahwa  untuk  memenuhi  hak  setiap  Pemohon 

Informasi  Publik  badan  publik  wajib  membuat  

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang 

diambil; 

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c  maka   

perlu   menetapkan   Penetapan   Pejabat Pengelola  

Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu tentang 

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. 

  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

  
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010 

tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  14 

Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan 

Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 5149); 

  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 

(Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 

429); 

 



 
 

 
 

  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam 
Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 

Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 68); 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pelayanan Informasi Publik 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2015 Nomor 12); 

 

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  860/22015.  

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN 

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini 

merupakan informasi yang dikecualikan.  

KEDUA : Lembar  Pengujian  Konsekuensi Nomor 860/22015                        

Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.   

 
   

Ditetapkan di Ungaran 
Pada tanggal   28   April  2023     

 
 

        
                      KEPALA DINAS 

                                  PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 
                                   PROVINSI JAWA TENGAH 

                                     
                           
                      
 

                                  SUPRIYANTO, SP., MP 
                                   Pembina Utama Muda 

                                       NIP. 19671023 199703 1 002 
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